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KATA PENGANTAR

Sejauh ini, masyarakat memahami produk yang clibcri label halal sebatas pacla produk-

prodtrk makanan dan minuman saja. Masyarakat memahami procluk halal sebatas pacla procluk

itu tidak mengandung darah, babi, bangkai dan bahan baku sembelihan yans ticlak disebut

nama Allah.

Dalam implementasinya, pengertian halal mencakup berbagai aspek seperti aspek

permodalan, pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, tran-sporlasi

dan pemasaran. Label halal tidak semata menyatakan ploduk itu boleh atau tidak boleh

dipakai atau dikonsumsi, tetapi membawa -juga nilai baik dari suatu produk bagi konsumen.

Dengan demikian, kata halal tidak dapat dipisahkan dengan kata toyyib (baik). penclek kata,

sebuah produk yang telah diberi label halal mengindikasikan bahwa produk tersebut sangat

layak r-rntuk dipakai atau dikonsumsi tidak hanya oleh kaum muslimin, namun untuk

masyarakat luas. Hal ini senafas dengan visi Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

Buku Prosiding ini berisikan naskah-naskah hasil  rrc-nelrr ian yang telah rJiseminarkan

pada Seminar Nasional bertema "Trend implcrnentasr Halat di Indonesia". Seminar Nasional

ini telah diselenggarakan oleh Lembaga Pcneli t ian dan Pensabdian Masyarakat (LppM)

Universitas l7 Agr-rstus 1945 (Untag) Suraba..,,a pacia tangual l7 l'.lovember 2014. Berbagai

aspek telah djkernukakan dan dibahas Calam scrninar terscbur. Namun demikian. clari sekian

banyak aspek yang telah dibahas, tcrdapat kcsimpulan yang sangat mc,rai'ik untuk diketahui

oleh masyarakat. 'ferutama kalangan produsen bahwa pernberian label halai pada sebuah

produk temyara tidak mempersempit pangsa pasar procluk, justnr sebaliknya dapat

mendorrgkrak pangsa pasar kepada nrlai yang lebih tinggi. Dengan demikian, trend

implementasi halal di di Indonesia sangat menjanjikan terutama clari aspek ekonomi.
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DASAR KEBERLAKUAN YURIDIS BAGI LABELISASI HALAL
PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSU}'IEN
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aripurwadi. fh uivks@ gm ai l.com

Abstract

Arrangements halal labeling of food products befbre the existence of the Halal Product
Security Act has been regulated in the Footl Act. However, the cttntents of di//brent nrrrns,
which is ntandatory -for the H(tlal Product SecuriN Act, whereas voluntary./br the Food Act.
Wile halal labeling regulated in the Consumer Protection Act is labelcd of-hatal seller, then
the goods sold must be in accordance with the speci/ied label. Thus, there is a conflict of
norms, that is between the Halal Produc't SectLrity Act and the Food Act and it.s regulations on
food labeling and advertising, ancl the Halal Product Securitv Act and the Consumer
Protection Act. To resolve the conflict nornl, then the validity o.f the.juridical basis the Ftalal
Product Security Act is Stufentheorie concept, which is based on the basic norm (Gnrndnorm)
as the highest norm, which as stated in the Preamble to the Constitution of the Republic of
Indonesia 1945 and the principle of preference, that is: the principle of Lex posteriori derogat
legi priori and the principle of Lex superiori derogat legi inferiori.

Keyv,orcls : I abel, halal, .food product.r. bu,sinasscs.

1. Pendahuluan

Dalam Islam umat muslim diivalibkan rnengkonsumsi makanan ;rang halal, karena
:;etiap akanan yang kita konsumsr akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber
energi yang Denting untuk kehidupan. Rasulullah s.a.w bersabda: "Tidaklah tumbuh daging
dari makanan hararn, kecuali neraka lebih utama untuknya." (HR At Tirmidzi).
Ketidakinginan masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan
meningkatkan kejelian dalam proses perniiihan produk (high int,olvement), sehingga akan ada
produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang tersisih. Kehalalan sebagai parameter
utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan ini rnembuat keterbatasan pada prodr.rk-
produk makanan unfuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang
dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untukmempermudah
mengetahui makanan yang dikonsumsi halal khususnya makanan dalam kemasan maka dapat
dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Label pada produk
pangan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Masyarakat saat ini mengkonsumsi suatu prodLrk tidak lagi terlalu memperhatikan
kehalalan suatu produk. Mereka kebanyakan hanya berpikiran secara sempit bahwa produk
yang secara langsung diproduksi dari bahan baku yang tidak halal (alkohol atau babi
misalnya) adalah haram. Padahal untuk memproduksi suatu produk tidak hanya berdasarkan
bahan baku saja tapi juga mulai dari tata cara produksi, bahan-bahan tambahan ataupun unsur-
unsllr lainnya yang menyertai produksi produk tersebut juga haruslah halal. Padahal dalam
ajaran syariat Islam, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-
produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya.
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Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja
yang boleh mereka konsurnsi, yaitu produk yang memiliki dan nencantumkan labcl halal
pada kemasannya. Konsumen Muslirn berhati-hati dalarn mcmutuskan ur-rtuk mengkonsurnsi
atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut dan membeli produk-produk yang berlabcl
halal atau tidak merupakan hak konsumen itn sendiri. Dari sisi konsumen tentu saja
mempunyai persepsi yang berbeda dalam memutuskan membeli suatu procluk. Sebagian
mungkin tidak peduli dengan kehalalan srratu prodr-rk sedangkan sebahagian lainnl'a misih
memegang teguh prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya.

Reberapa waktrt lalu, pemberitaan di berbagai meclia massa cl i  Inclonesia. baik i t l
internet, tv, dan media cetak, dihebohkan dengan ditemukannya kandungan bahan yang tidak
halal yaitu daging babi pada salah satu makanan olahan, bakso. Penemuan kandungan babi ini
tentu sangat meresahkan kita karena mal<anan ini adalah salah satu makanan yang cukup
sering kita makan. Pedagang bakso juga dirugikan karena kepcrcayaan masyarakit untuk
mengkonsumsi produk mereka juga berkurang. Walaupun labelisasi halal saja tidak cukup
jika tanpa pengawasan dari pemerintah, tetapi labcl halal tetap danat lebih dapat dipcrcayi
terutama untuk produk yang tidak diketahui kehalalannya misalkan produk makanan atau
restoran asing yang sekarang sudah banyak terdapat di berbagai kota besar. Labelisasi halal
ini tentu harus dilakukan oleh pihak yang ber-wenang dan berkompeten, karena banyak kita
temukan produk vang hanya bertuliskan halal saja dan produscn bias saja menuliskannya a_{ar
produk mereka laku dan banyak dibeli oieh konsumen yang beragama Islam. Mungkin saja
mereka yang memproduksi bukan orang Islam dan tidak mengerti mana yang halal din
haram, tetapi demi memperoleh lebih banyak pembeli mereka menuliskan label Ilalal.

Sertifikasi halal sclama ini hanya dilakukan oleh produscn secara sukarela yang
merasa bahr,va mereka perlu mencantumkan label halal pada produknya dan belum ada
kewajiban dari pemerintah kepada produsen unhrk melakukan sertifikasi ini. pencantuman
label halal ini menunit beberapa produsen dapat meningkaikan penjualan mereka. Banl'ak
produscn )'ang mengatakan bahwa biaya serlifikasi halal inahal dan dapat meningkatkan harga
produk mereka. Di berbagai kota besar, misalkan cli Jakarta, banyak kita temukan berbagai
restoran asing yang tidak diketahui kehalalannya karena tidak mencantumkan label halal
tetapi ternyata masih banyak dikunjungi oleh orang lslam. Hendaknya kita berhati-hati karcna
banirak makanan asing terutama dari negara non Muslim yang menggunakan bahan yang
tidak halal. Beberapa restoran asing itu melakukan sertifikasi halal telhadap produk yang
mereka jual tetapi banyak lainnya yang t'idak ada serlifikasi halalnya padahal mereka adalah
restoran yang cukup besar, menjual makanan dengan harga mahal dan tentunya memiliki uang
untuk melakukan sertifikasi.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda terapi
mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suaig
kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang ),ang diprodtrksi
suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal aclalah
diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan
sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas
untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari Scrlifikasi halal dan labelisasi halal merupakan
dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai kcterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal
dapat didefinisikan sebagai suatu kcgiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui
apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.
Labelisasi halal adalah pencantuman tlrlisan atau pemyataan halal pada kemasan procluk
untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksr-rd bcrstatus sebagai produk halal.
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Definisi halal seperti dalam Halal Consumer Maqazine (2008) yang dipublikasikan
oleh the Islamic Food anr{ Nutrition C'otutr:il oj ,lnret'rca (IFANCA) clalarn bahasa Arab
(sebagaimana tercantum dalam Kitab sLrci Al-Qur'an) aclalah sah menur-Lrt hr,rkurn atau
dirlinkan. Lawan dari halal adalah haram, yang berarti rne larang atau terlarang. Kondisi halal
dan haram adalah bisa diterapkan bukan saja ke makanan tetapi juga produk-lain. kebiasaan
dan aksi' iadi sebenamya pemerintah telalr mcngatur tentang pencantlrman procllk halal.
Namun kelemahan masih saja terjadi seperti lralnya terjacli pertentangan antara Uldalg-
Undang dengan peraturan pelaksana yang di barvahnya. sehingga hal ini perlrr dilakukan
pembenahan. Selain itu, meskipun telah ada aturan namun belum ada kewajiban atau pun
sanksi bagi produsen yang belum mencantumkan iabel halal pada produknya. Hanya sala ada
afuran atau sanksi bagi produsen yang telah mencantumkan label halal, namun ternyata tidak
memiliki sertifikat halal. Label merupakan salah satu jalan bagi konsumen untuk memperoleh
informasi dari suatu produk, maka pada label itulah produsen harus mengupayakan piioritas-
prioritas informasi yang akan dicantumkan pada labcl. Harapan konsumen adaiah agir setelah
mclihat label dapat mempersepsikan apakah produk tersebut sesuai dengan keipginan dan
antan untuk dikonsumsi, dan juga tidak mclanggar norrna maupun ajaran kepercayaan
(agama). seperti di negara-negara berpcnduduk mayoritas muslim, 

-.rlku 
membutuhkan

informasi tentang halal dan tidaknya produk tersebut sebelum dikonsumsi. Label halal adalah
pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kernasan produk untuk menunjukkan bahwa
produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sebelum produsen memberikan label
halal pada kemasan produk makanannya, maka liarus mendapatkan sertifikat halal dahulu dari
lembaga yang berwenang dan hingga saat ini satu-satunya iembaga yang cliakui oleh negara
dan betwenang mengeluarkan serlifikat halal bagi produk mat<anan yang rnemenuhi
persyaratan adalah LPPOM-VIUI, yang sebelumnya melakukan audit produk secara
menyeluruh dan hasilnya disosialisasikan melaiui fatwanya. Adapun fatwa produk halal
adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatrva MUI mengenai procluk makanan, miuuman,
obat, kosmetika dan produk lainnyal.

Memang, pemerintah telah merespolr secara positif pentingnya sertit'ikasi dan
pencantuman anda halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan
tetapi, regulasi ini masih aja terkesan sektoral dan parsial. Kesan itu misalnya terlihat ketika
mencetmati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun lgg2 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya pasal 30 ayat (lj
dan (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal g
ayat (l) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 69 TahLrn 1999 tentang Labcl clan Iklan
Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatin pembinaan dan
Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag
dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada makanan, dan tcesimpulan
Mudzakarah Nasional tentang Alkohol dalam produk Makanan.

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini telah terjadi sistem pengaturan yang tidak
konsisten' tumpang tindih, dan tidak sistemik. Dengan demikian, peraturan penindang-
undangan yang ada belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hirklm bagi umat Islam
untuk mengenal produk yang halal. Padahal, bagi Negara yang berpenduduk mayoritas
muslim, memberikan kepastian dan jaminan hokum tcrhadap kehalalan produk yang
dikonsnmsi atau digunakan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan (conclitio sini qt,i
tton).

rPembinaan Pangan Halal Dan penyelenggaraan Haji  Dcpartemcn Agama. 2003.
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Dengan adanya berbagai pcraturan pemndang-tindangan yaltg memiliki kctcrkaitan
dengan pengaturan produk halal belLun memberikan kcpastian dan jaminan hLrkLrm basi
masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20lrl
tentang Jaminan Produk Halal (tJU JPH). Dalam kaitan ini t imbullah isu hukunr aclalah:
apakah yang menjadi dasar keberlakr,ran yr-rridis bagi kewajiban pencantlrman labcl halal parla
kemasan produk pangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslirn?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif digunakan pendekatan penrndang-undangan (stattfie
approach), karena yang akan ditelaah adalah bcrbagai peraturan hukum di bidang labelisasi
produk halal yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini. Hal ini sejalan
dengan pendapat Johny Ibrahim yang mengatakan "suatu penelitian hukum normatif tcntu
harus menggunakan pendekatan pemndang-undangan, karena yang akan diteliti adalah
berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian "2. Dan
pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa "pendekatan perundang-undangan akan dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani"'.

Di samping menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini juga
menggunakan pendekatan konseptnal (conseptual upproach), yaitu aCalah pendekatan dengan
berusaha membangun suatu konsep argJumentasi hukum akibat ierjadinya kcnflik norrna
pengaturan pencantutnan label halal dalam kemasan produk pangan sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Hal ini sejalan dengan pendapat Arninuddin
Ilmar yang mengatakan bahrva "pendekatan konseptual, yaitu adaiah pendekatan dengan
berusaha membangun suatu konsep yang akan dijaclikan acuan di dalam penelitian dengan
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkenrbang dalam ilrlu
hukum"'.

3. Hasi dan Pembahasan

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerir.rtah Indrxesia telah mensahkan dan
mengttndangkan Undang-undang Nornor 8 Tahr;n 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-unclang Perlindungan Konsumcn ini diharapkan dapat rnendidik masyarakat
Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak clan kervajiban-kervajibannya yang
dimiliki terhac'lap peiaku usaha. Sebagairnana tefiera cialam konsiderans Urrclang-unclang
tentang Perlindr-urgan Kousumen (UUPK), yarl-q nreii,v-atakan bahlva untrrk rneningkatkan
harkat dan martabat konsllmen perlu rncningkatkan kcsadaran. pcngctahuan. kcpcclulian.
ketnampuatt. dan kemandirian konsumen untuk melinclungi clilrnl l. sr-rta
menumbuhk embangkan sikap pelakr.r usa ha vang bertan ggun gj awab.

Apa yang cJirnaksud dengan perlindLrngan konsr-u.r.renl UUPK tanrpaknya rnenrbcrikan
pengertian dengan cukr,rp luas, yaitu: "scgala upaya yang rncnjamin adanya kepastian hukLrm
untuk memberikan perlindungan kcpada konsumcn" (Pasal I angka I uupK).

t Johnny Ibrahim, Johnny lbrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelituin Ht&unr Nornrall. Bayurnedia publishing, Malang.
h.  302.

I Peter Malrmrrd Marzuki, 2005. Pcnelitiuu flukunt, Kencana. Jakarta, h. 89.
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Adanya UUPK dan pelaksanaannya menimbulkan kcpastian hukum. I)engan
dernikian, kepastian hukurn di sini clinraksr-rdkan bahu,'a pt'rtlrna^ adanvii :rturar.r J-allg
tncrnbuat baik pclaku usaha maupurl l<onsunrrn nrcngcli i i rui pcrbuatran apa _vans l-rolch al; i i r
t idak boleh di lakukan; clan kedua berupa kearnauan hukLun bagi pclaku usaha ntauprnl
konsumeu clari tindakan keservenangan pernerintah cleugan lrlan-va aturan itu baik pelaku
Lrsaha maLrpun konsumen dapat meneetahui apa sa.ja vrng bolch dibcbankan atal l  di lakrrkan
oleh pemcrintah terha<iap baik pelaku us:ih:r maupLln korrsrrnrcni. Kcprrst iarr hukLrm itr.r
rneliputi segala upaya untuk tnemberdayakan konslrnren rnemperoleh atau menentukan
pilihannya atas barang daniatau jasa keb'.rtLrhannya serta rnempertahankarn atau mcntbela hak-
haknya apabtla dirugikan oleh pelaku usaha penyedra kebutuhan konsurnen tersebut. l)engan
adanya UUPK beserta perangkat hukum lainn-va, konsunren memil iki hak dan posisi yang
berimbang, sehingga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak
sewenangwcnang yang sclalu nremgikan konsumen.

UUPK merupakan "umhrella provi,sion". f)i kcmudian hari masih terbuka
kcmr.rngkinan terbentuknya Undang-undang baru yane pacla dasarnva lnemuat kctcntuan-
ketentuan yang melindruigi konsumcn, mcskipun sccara Lurlum dikatakan bahrva UUPK
merupakan payung yang mencoba mengintegrasikan dan memperkuat pcnegakan hukum di
biclang perlindun gan konsnmen.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti
ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pen)yataan "halal" yang dicantumkan dalam
label. Sanksi bagi pelaku usaha yang rnelanggar ketentuan daiam Pasal 8 UU Perlindungan
Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (l) UUPK adalah dipidana dengan pidarra penjara
paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Dari ketentuan tersebut, pelaku usaha (orang, atau badan yaltg menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi) akan dipidana, bila ia mencantumkan label halal
namun pada nyatanya produk yang diproduksi dan dr-jual tersebut sesungguhnya tidak halal.
Namun, apakah seluruh pelaku usaha akan dipidana jika tidak nrencantumkan label halal. Dari
bunyi pengaturan dalam UUPK di atas jelas kiranya bahwa jika penjual mencantumkan label
halal, maka barang yang dijual harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Namun UUPK
tidak mengatur mengenai apakah barang ;rang diperjualbelikan harus mencantumkan iabel
halal atau tidak. UUPK tidak memaksakan kewajiban pencantuman label halal, namun pada.

Undang-Undang Nomor l8 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Peraturan
Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP No. 69 Tahun 1999)
ditegaskan menjadi kewajiban untuk mencantumkan label halal bagi pelaku usaha yang
menyatakan bahwa produknya halal bagi kaum Muslim (b1la tidak dinyatakan maka tidak
w'ajib, hanya bentuk tanggr.rng jawab dari pernyataan kehalalan produk). Pasal 30 tIU Pangan
menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi ataLl memasukkan ke dalam wilayah
Indonesia, pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di
dalam, dan atau di kemasan pangan. Dan label tersebut setidaknya harus dicantumkan
keterangan halal. Selanjutnya, pada Pasal l0 PP No. 69 Tahun 1999 mcngatur lebih lanjut

'Aminuddin llmar,2009, Konstruksi Teori dan Metode Kojion Ilnu Hukun, Hasanuddin Univcrsity Press. Makassar, h. 137.
s Petcr Mahmud Marzuki. 2008, Pensantctr Ilnnt Hukturt, Kcncana. Jakana. h. 137.
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mengenai kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan
yang dikemas, sebagai berikut:

Pasal  l0 ayat ( l )

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalarn
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tcr.scbut
haial bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran peniyataan terscbut clan
wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Penjelasan Pasal l0 ayat ( l)

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pallgan merupakan
kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan kc dalam
wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.
Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf latin, harus
digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Iirdonesia dan huruf latin.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting
dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindai
dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal
pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan
pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi lrarus
pula dapat dibuktikan daiam proses produksinya.

Pasal I I

(l) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal l0
ayat (l), setiap orang yang memproduksi atau memasnkkan pangan yang clikenras ke
dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahultr
pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai denqan
ketenttran peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman
dan tata cara yang ditctapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan
pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang
tersebut.

Penjelasan Pasal 1 1:

(1)Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang
memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wilib
mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya
keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi. dan
dengan demikian untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah
pada tempatnya bila pangan yang dinyatakannya sebagai halal tersebutdipcriksakan
terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akrcditasi
Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dirnaksudkan unfuk memberikan
ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan clikonsumsi
memang aman dari segi agarna. Lembaga keagamaan yang dimaksudkan adalah
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Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi
persyaratan bahan, proses atau produknya.

Sebagai pelaksanaan dari PP No. 69 Tahin 1999, Nlentcri Agama mengeluarkan
Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentane Pedornan dan Tatacara
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Mcntcli Agama Nonror 5 19 Tahun
2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. yaitu adalah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)
MUI, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjr-rkan Peruri
sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal.

Namun demikian, kesemua peraturan di atas belum dapat memberikan kepastian
hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya
yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-undang dcngan Peraturan
Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara UU Nomor 7 Tahun Pangan dengan PP No.
69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun peraturan tentang produk halal ini
telah diatur oleh UU Pangan, timbul inisiatif pemerintah untuk rnemunculkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal yang disusun dengan dalih bertujuan
melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika, dan
menggunakan produk lainnya yang tidak halal sehingga dipandang perlu untuk menetapkan
lfU tentang Jaminan Produk Halal. UU dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPI{).

UU JPFI ini mewajibkan kepada pelaku usaha untuk: a. rnendaftarkan Produk untuk
memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halai; b. memberikan infomrasi secara
benar, jelas, dan jujur dalam memperoleh Scrtifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal; c.
mencantumkan label halal terhadap Pro<iuk yang telah mcndapat Scrtifikat Halal dan Nomor
Registrasi Halal; d. memperbarui Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal jika jangka
waktu masa berlaku Nomor Registrasi Halal telah berakhir; dan e. menjaga kehalalan Produk
yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

Pelaku usaha dimaksud meliputi: a. Pelaku Usaha mikro; b. Pelaku Usaha kecil; c.
Pelaku Usaha menengah; dan d. Pelaku Usaha besar. Pelaku Usaha yang tidak melakukan
kewajibantersebut dikenai sanksi administratif bcrupa: a. pcringatan terlulis; atau b. denda.

Berkaitan dengan menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat l-Ialal
dan Nomor Registrasi Halal, maka Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang
telah bersertifrkat halal menghadapi ancaman pidana

dengan:

a. Pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah), bagi Pelaku Usaha mikro;

b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bagi Pelaku Usaha kecil ;

c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah), Pelaku Usaha menengah; dan

d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun darVatau denda Rp 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah), Pelaku Usaha besar;

Persoalannya ketika terdapat UU Kcschatan. UU Pangan, UUPK. serta berbagai
peraturan pelaksanaan lainnya, maka keberadaan UU iPH apakah berpotensi trunpang tindih,
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atau bahkan bertentangan dengan undang-undang lain yang sudah ada. Contohnya dalam UtJ
Pangan sertifikasi halal bersifat sukarela. tetapi UU JPH untuk mewajibkan sertifikasi halal
bagi setiap produk. Kontradiksi setnacatn ini tentu akan menrmbulkan kerunrtan dalanr
pelaksanaan.

Hubungan antara nonna yang mengatllr pembuatan norma lain dan nonna lain tcrscbut
dapat disebut sebagai hubungan super clan sub-ordinasi clalam konteks spasial. Nonla yang
nrenentukan pembuatan nonna lain adalah superior, sedangkan norrna yang dibr,at aclalah
inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negaribukan merupatJn sistern n()nna
yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi ,r.,.tu hirarki clari norma-nonna yang
memiliki level berbeda. Kesatuan norrna ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan nonna, yang
lebih rendah, ditentukan oleh norrna lain, yang lebih tinggi. Pembuaton yung ditentukan oleh
norrna lebih tinggi menjadi alasan utama validitas teseluruhan tata hukum lung 

-",rbentukkesatuan. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak b;leh beftentangan
dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah
mengakibatkan batalnya daya laku h.ukum itu6. Peraturan perundung-rniurrlun yang secara
hierarki berada di atas dianggap sebagai yang bena, ,"hiuggu peiaturan "yang 

beracla di
bawahnya tidak boleh bertentangant. Oleh G.V/, Paton dikatakan bahwa "the valiclity of each
norm depending on its being laid down in accordance with a superior rtorm until we reach the
initial hypothesis which jurisprudence can onlv accept and caniot hope to prove,,8.

Hukum sebagai suatu sistem norrna, yang dibuat menurut norrna yang lebih tinggi dan
tertinggi yaitu Grundnormo atau norrna dasar. Menurut Hans Kelsen, udu dua alarn yuridis
yang berbeda, yaitu pertama, ada hai yang di luar y-rridis (disebut "metayuriclzscft,') dan
keciua, yuridis yang diletakkan dalam lingkungan kaedah-kaedah hukum posliiryang terbaras
harrya pada tiga maaam tingkatan kaedahl0. Kaedah pertama ialah kaedah duru, (Grtutclrtoltr)
sebagai kaedah yang tertinggi, kaedah yang paling dasar. Kedua adalah kaedah substantif
(Sachnonn) sebagai.kagdah tingkat tcngah. retiga udutuh kaedah kasus (Kasusrtorm) sebagai
kaedah yang ada pada tingkat yang paling bawahri.

Norma dasar ini harus dibersihkan dari anasir-anasir yang bersifat metayuridis, maka
harus diletakkan di luar kajian hukum. Dengan rnenggunakan konsep Stufentheor.ie, Kelsen
mengkonstruksi aturan-aturan yang tertib yuridis O"ngun ditentukan jenjang perundang-
undangan secara hierarki. mulai dari yang abstrak lgnminorm) sampai kepada yang konkret
dari ststem perundang-undangan. Dan sistem p"-ndung-undangan it, yurrg dibangtrn larus
konsisten, koheren dan koresponden. Peraturan hukum klseluruhannya oitunlnkan dari nonna
dasar yang berada dipuncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan
menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin konkret. Dalam

;,t*i lXtl:1' j l l  ]:u;Ytuta 
Putra, 2003, Hukunr sebagui Suatu sistem. cet. ItI. Mandar Maju, tsandung, h. 120.

,:r::j :.."r 
K..1:"^" 2008, Dasar-dqsar Hukum Nornutif , Nusa Media, Bandung. h. 332.

c w' Paton. 1972, A Textbook of Jurispruderce, oxford University Press, h. t1. nia.,h. 12, paton menyatakan
,, bahwa yang dimaksud dengan "the initial hv,tothesi.s " adalah ,,Grutrclnornt,
'Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, Itmu fluktm & Fitsrfitt Hukum (Studi pentikiron

Ahli Hukum Sepanjang Zaman), Cet.lV, pustaka pelajar. yogyakarta, h. 109
dikatakan bahwa: Grundnorm ibarat bahan bakar yang 

-cnggerukkon 
seluruh sistern hukum.

Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggunglawabkan
pelaksanaan hukum.

"' Mohammad Koesnoe, 2010, Desar dart Metotle llnru l\t*utn Positif, Cet. I, Airlangga University press.
. Surabaya, h.40.

" Ibid.
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proses itu, apa yang semula berupa sesuatll yang "seharusnya" berLrbah nienjadi sr-suatu yaug
"dapat" dilakukan''. Norma dasar (.Gnnrlnornr) menrpakan indLrk yang rrie lahirkan pcratlrralr
lrukr.rm dalarn suatu tatanan sistetn hukurn tertentu. Jadi antarer norntil dasar ( (]rttndnorni
yang ada pada tata hukum masing-masing Negara bcrbeda-bcda't.

Dengan demikian, Hans Kelsen mcngenalkan bahwa nonlra hukurn pada dasarnya
bcrhicrarki di mana norrna yang lebih rcndah bersumbcr pada nonna yang Iebih tinggi. Sctiap
norrna memperoleh validitasnya dari noffna lain yang lcbih tinggi, bcgitLr sctcrrr'nya sampai
mcncapai norrna tertinggi. Norma tertinggi tcrsebut oleh Kelsen discbut dengan ,qntndnorm.
Sebagai norrna tertinggi maka grundnorm tidak memperoleh validrtasnya dari norma lain
yang lebih tinggi

karena dialah yang tertinggi. Grundnorm memperoleh validitasnya karena memang
dipostulasikan valid. Dengan demikian setiap nonna dapat dinyatakan valid jika bersumber
dari grundnorm yang dipostulasikan valid. Berdasarkan hierarkhinya, sumber hukum tertinggi
yang mendasari lahirnya suatu peraturan pemndangundangan dalam suatu negara menurut
Kelsen adalah konstitusi. Kelsen menyebutnya sebagai ...the highest level within natianal
lawta. Grundnorm-nya Hans Kelsen iOuton UUD"1945, yang" merupakan hukum yang
tertinggi dalam hielarki perundang-undangan. Hal ini didasarkan tata urutan peraturan
perundang-undangan sebagaimanayang diatur dalam Pasal T ayat (l) Urrdang-Undang Nornor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perafuran Perundang-undangan, yaitu:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Pemndang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara R.epublik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/ Peraturan Pernerintah Pengganti {Jndang-Undang.
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f" Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Perafuran Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, keberadaan UU JPH dengan mewajibkan pelaku usaha untuk
melaksanakan serlifikasi halal tentu tidak perlu dipertentangkan dengan peraturan yang sudah
ada yang mengatur tentang labelisasi produk halal. Hal ini disebabkan menurut konsep
Stufentheorie, sebenamya sudah bersumber pada kaedah dasar (Gntnclnorm) sebagai kaedah
yang tertinggi, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkcwajiban melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untr"rk niewujudkan
kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara
menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannyaitu. Demikian juga, dalam Bab XA
tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 E ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...".

t2 Ihid.
rrAchrnad Ali, I 996, Menguak Tahir Ilukun (suatu ktiiun /ilosolis clan sosiologis) , Cct. I, Chaclra Pratarla, Jakarta, h. 2 84.
'o Jimly Asshiddiqie, 2006, Teori lIans Kelsen Tentang Iltrkun. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

RI. Jakarta, h. I  I  1.
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Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukumls, hal ini tentlnya
merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia merupakan salah satu syarat regara hukum.

P.engakttan dan perlindungan hak-hak dasar manusia dalam konstitusi suatu Neganr
sejalan dengan hasil penelitian K. C Wheare"'yong menunjukkan bahwa daii sebagian b-csur-
konstitusi negara-negara di dunia, hampir semuanya memuat tentang perl indungar hak asasi
manusia. Kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak tcrbatas r,clalui
penormaan melalui UUD 1945. Penomaannya lebih lanjut melalui peraturan pcrunrliing-
undangan yang lebih rendah dari UUD 1945 untuk mengatur mengenai mekanisme penerapan
atau penegakannya menjadi sangat penting agar ada acuan yang jelas dan tegas bagi aparat
penyelenggara (organ) negara. Dengan kata lain, secara asas dan kaidah, rnaki hak-hak dasar
manusia sebaiknya diatur pada UUD 1945, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai
lembaga dan proses penegakan hak-hak dasar bersangkutan perlu didelegaiikan kepada
perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Ketetapan MPR, undang-undang dan
peraturan pemerintah.

Kcwajiban penorrnaan scperti di atas sejalan dengan amanat ayat (5) pasal 28 I UUD
1945 Amandemen Kedua yang menetapkan "LJntuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan"

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah
asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

l. Lex superiori derogat legi infbriori, yaitu peraturan perunciang-undangan yang lebih tinggi
akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yarebih renclah;

2. Lex specialis derogat legi generuli,yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan
peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;

3- Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan vang baru mengalahkan atau
melumpuhkan peraturan yang lama I 7.

Kalau terjadi konflik norrna, yaitu antara UU Pangan dan UU JPH atau antara UUPK dan UU
JPH maka digunakan asas preferensi hukum, maka dipergunakan asas preferensi hukum. yaitu
Lex posteriori d"erog,ttrlegi priori (perundangundangan yalg b.aru mengalahkan perundang-
undangan yang lama)'o. Dengan demikian, yang mempunyai"kekuatan bErlakunya^adalah U"U
JPH Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk. Demikian juga kalau ada
konflik norna antaraUU danPeraturanPemerintahatau peraturanpelaksanaan lainnya

'  Konscp negara hukum yang tumbuh di dunia Barat mcngalami mocli f ikasi disesuaikan dengan ci la hukum oan crra ncqara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dapat disimak pada alinea keempaipcmbukaan UUD 19.15 rlans
sampai sekarang disepakati  t idak diamandemen dan lebih dipertegas pada Pasal I  ayat (3) penrbahan Ketiga UUn iO+i
yang pada hakikatnya menetapkan "Negara Indonesia ialah Ncgara Hukum (rech3sraat) berdasarkan pancasi la". Lihat
Sjachran Basah' 1985, Eksistensi dun Tolok Llkur Badan Perudilun Aclninistrasi di Inclonesiu, Alumni. C'cr. kc-1.
Bandung' h. l l :  dan Padmo Wahjono, 1983, Sisten Hukum Nusionrt l  Dalunt Negaru Hukum puncasi lu, Cct. Ke-1.
Rajawali, Jakarta, h. 2.

rt' K.c. wheare,1915, Modern constitutionrtl, oxlbrd uni'ersity press. Loncion, h. 33.

't Sudikno Mertokusumo, 2002, ilIengenal Hukum (Sutrtu Pengantar). Cet.Ketiga. Liberty, yogyakarta, h. g5-g7.
'8 Philipus M. Ha<ijon dan Tatiek Sri biatmiati, 20t)8, Argr,^"ittctsi Hrtkutn,Gajatr It,tada University press. yosvakarta. h. I I
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dipergunakan asas preferensi hukum, yatnr Lex superinri derogut legi inlerioli (pemndang-
undangan yang lebih tinggi tingkatamya mengalahkan pcrunclang-undairgan dibau'ahnya)"'.
Dengan detnikian, UU JPH men-qesampingkan berlakunva l) l)  No. (r9 fahun 1999 tcntang
Label dan Iklan Pangan.

Penggunaaan asas Lex specialis clarctgcrt legi gencrali bisa saja clilakukan clcngan
argumentasi bahwa kalau secara khusus berkaitan dengan prodLrk pangan. schingga yang
berlaku adalah UU Pangan sebagai lex speciahs-nya. Dengan demikian, UU JPI{ scbagai /ex
generali-nya bisa dikcsampingkan. Namun. karcna UU JPII ruang lingkr-rp pcngaturannya
meliputi makanan, minuman, obat. kosmetik, produk kimia. produk biologi dan produk
rekayasa genetik, maka lebih tepat kalau menggunakan asas Lex posteriori derogat legi
priori.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpr-rlkan, bahwa meskipr-rn telah ada pcraturan
perundangan-uudangan yang rnengatur soal label halal Llntrrk produk pangan sebelum
terbitnya UU JPH, maka de.sar keberlakuan yuridis UU JPH bukan berdasarkan atas asas Ze.r
specialis derogat legi generali. Namun, dasar keberlakuan yuridis UU JPH terletak pada
Pembukaan UUD 1945 sebagai Grundnorm dan asas pref-erensi, yaitu: asas le-r posteriori
derogat legi priori dan asas Lex ntperiori derogat legi in/briori.
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